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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Proses Pembuktian di Persidangan

Di tengah kehidupan masyarakat, pelanggaran aturan lalu lintas sering terjadi serta dipandang sebagai hal yang lumrah. Kebiasaan mengemudi tanpa sikap waspada atau melebihi batas kecepatan yang ditentukan masih kerap ditemui. Tidak hanya dilakukan oleh pengemudi dewasa, kenyataannya cukup banyak pula pengendara yang masih di bawah umur. Pola pelanggaran semacam ini pada akhirnya berkontribusi besar pada tingginya angka kecelakaan di jalan raya.
Lalu Lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mendefenisikannya sebagai perpindahan kendaraan dan orang di dalam ruang lalu lintas jalan. Adapun ruang lalu lintas jalan merupakan fasilitas yang disediakan khusus untuk mobilitas kendaraan, orang, maupun barang, meliputi jalan dan sarana pendukung lainnya. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa lalu lintas memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.[footnoteRef:1] Namun, meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan ketersediaan ruas jalan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi para pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara sering merasa tertekan, gugup, bahkan stres ketika berkendara. Situasi psikologis yang tidak stabil inilah yang dapat mendorong terjadinya kelalaian di jalan raya, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kurangnya kehati-hatian merupakan salah satu penyebab utama munculnya kelalaian dalam berlalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan.[footnoteRef:2] Realitanya, jumlah kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dengan korban yang tidak sedikit. Walaupun kecelakaan bisa terjadi secara tidak terduga, pada dasarnya kejadian tersebut dapat diminimalkan apabila para pengguna jalan bersedia mematuhi aturan hukum [image: C:\Users\W7\Downloads\12.jpg]yang berlaku.[footnoteRef:3] [1: Patar Marojahan Sinurat, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian(Studi Putusan Nomor: 51 Pid/.Sus/2024 PN Bpp), Jurnal JIHHP, Vol. 6, No. 3, 2026, hlm. 1788. ]  [2: Wahyudi dan Usman K. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Jeneponto, Jurnal Pledoi Law Jurnal, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 48.]  [3: Pergaulan Y. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal Al-Zayn, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 890.] 
























Gambar 3
Proses Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas
Untuk lebih mudah memahami proses penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian sebagaimana ditampilkan pada gambar di atas, berikut ini akan diuraikan penjelasannya sebagai berikut:
1. Pelaporan dan Pengaduan
Langkah awal adalah adanya laporan dari masyarakat, korban, atau saksi yang menyaksikan kecelakaan. Polres atau pihak berwenang kemudian menerima laporan dan melakukan tindakan awal.
2. Penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Petugas kepolisian segera menuju TKP untuk melakukan olah TKP. Pengumpulan bukti seperti foto, rekaman CCTV, jejak kendaraan, dan barang bukti lain. Mengamankan saksi dan mengumpulkan keterangan awal dari pelaku dan saksi.
3. Identifikasi dan Pemeriksaan Pelaku
Polisi memeriksa identitas pelaku, menguji kondisi fisik, dan melakukan tes alkohol atau narkoba jika diperlukan. Melakukan pemeriksaan kendaraan dan kondisi jalan saat kejadian.
4. Penyelidikan dan Penyidikan
Polisi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang cukup bahwa pelaku melakukan pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan dan kematian. Penyidikan meliputi pemeriksaan saksi, ahli kecelakaan, dan pelaku. Jika ditemukan unsur pidana seperti kelalaian, kecepatan berlebihan, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, maka proses berlanjut ke tahap penuntutan.

5. Penuntutan
Berkas perkara disusun dan dilimpahkan ke kejaksaan (JPU) untuk dilakukan penuntutan. JPU menilai bukti dan mengajukan dakwaan sesuai dengan pasal-pasal terkait, misalnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.
6. Persidangan di Pengadilan
Kasus dibawa ke pengadilan untuk diadili. Hakim mendengarkan pembuktian dari jaksa, terdakwa, dan saksi-saksi. Hakim memutuskan berdasarkan fakta dan bukti, serta menerapkan hukum yang berlaku.
7. Putusan Pengadilan
Hakim menjatuhkan putusan hukuman, berupa pidana penjara, denda, atau keduanya, sesuai tingkat kesalahan dan peraturan yang berlaku. Jika terbukti pelanggaran berat atau unsur kesengajaan, hukuman bisa lebih berat.
8. Eksekusi Putusan
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hukuman dieksekusi. Jika pelaku dipenjara, dilakukan eksekusi hukuman penjara. Hukuman lain seperti denda juga dilaksanakan.
9. Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Pemerintah dan aparat terkait melakukan sosialisasi dan penegakan aturan lalu lintas untuk mencegah kejadian serupa.
Proses penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian meliputi tahapan mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Prosedur ini bertujuan memastikan keadilan dan penegakan aturan di jalan raya, serta memberikan efek jera bagi pelanggar untuk meningkatkan keselamatan berkendara.
Menurut analis peneliti, dari serangkaian proses penegakan hukum kecelakaan lalu lintas tersebut di atas, proses pembuktian unsur tindak pidana dalam persidangan menjadi salah satu pembahasan yang harus diuraikan secara rinci, seperti alat bukti yang digunakan untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum terkait perbuatan terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam aktivitas berlalu lintas di jalan raya.
Proses pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam tindak pidana lalu lintas, termasuk kecelakaan yang menyebabkan kematian. Pembuktian yang kuat dan tepat memastikan bahwa hakim dapat memutuskan kasus secara adil dan berdasarkan fakta-fakta yang valid. Pembuktian yang baik memastikan bahwa fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dan digunakan sebagai dasar putusan pengadilan. Hal ini mencegah kesalahan hukuman terhadap pihak yang tidak bersalah dan memastikan pelaku yang bersalah mendapatkan hukuman yang sesuai.
Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pembuktian diperlukan untuk membuktikan unsur-unsur pidana, seperti kelalaian, kesengajaan, atau tindakan melanggar aturan lalu lintas. Tanpa bukti yang cukup, pelaku tidak dapat dihukum secara sah. Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan penyebab dan akibat. Proses ini membantu mengidentifikasi penyebab kecelakaan dan kaitannya dengan tindakan pelaku. Bukti seperti rekaman CCTV, hasil olah TKP, dan keterangan saksi sangat penting untuk menguatkan hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat yang terjadi.
Pembuktian yang adil melindungi hak-hak tersangka dari tuduhan yang tidak berdasar dan memastikan korban mendapatkan keadilan. Proses ini harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti nyata. Dengan proses pembuktian yang transparan dan akurat, masyarakat akan lebih percaya bahwa sistem peradilan berjalan adil dan profesional. Hal ini penting untuk menegakkan supremasi hukum di bidang lalu lintas. Bukti yang tidak cukup atau tidak valid dapat menyebabkan kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh.[footnoteRef:4] [4: Muh. Amiruddin, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 187.] 

Dengan demikian, proses pembuktian dalam tindak pidana lalu lintas merupakan fondasi utama untuk memastikan keadilan dan kebenaran di pengadilan. Pembuktian yang tepat dan lengkap akan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum lalu lintas.
Kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses pembuktian di persidangan kasus laka lantas (kecelakaan lalu lintas) merupakan aspek yang sangat penting dan sering menjadi bahan perdebatan dalam sistem peradilan pidana. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik polisi setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, atau pihak terkait dalam suatu kasus pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas. BAP tersebut dapat berisi keterangan, pengakuan, dan data yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Sebagai alat bukti di tingkat penyidikan, BAP memiliki kekuatan sebagai alat bukti permulaan yang sah, yang digunakan untuk membangun berkas perkara dan menjadi dasar dalam proses penuntutan. Dalam persidangan, menurut Pasal 184 KUHAP, BAP dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi kekuatannya tidak otomatis mengikat seperti saksi yang hadir langsung di pengadilan.
Meskipun BAP merupakan alat bukti penting dalam proses penyidikan dan dapat digunakan di persidangan, ia memiliki keterbatasan sebagai alat bukti. Kekuatan BAP tidak setara dengan saksi langsung dan harus didukung bukti lain agar dapat dipergunakan secara maksimal dalam proses pembuktian di persidangan kasus lakalantas. Oleh karena itu, kejujuran, keakuratan, dan keabsahan BAP sangat berpengaruh terhadap keadilan putusan pengadilan.[footnoteRef:5] [5: Sidi Ahyar Wiraguna, Analisis Yuridis Mengenai Kekuatan Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm. 250.] 

BAP tidak dapat menggantikan keterangan saksi yang hadir di persidangan. Pengadilan lebih mengutamakan keterangan saksi yang memberikan kesaksian langsung di depan hakim. Kekuatan BAP sebagai alat bukti akan lebih kuat apabila didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, rekaman CCTV, bukti fisik, atau hasil olah TKP.
BAP dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi, menguatkan unsur-unsur tindak pidana, dan menunjukkan keadaan di tempat kejadian. Hakim akan menilai keabsahan dan kejujuran isi BAP, termasuk apakah ada tekanan, paksaan, atau kekeliruan saat penyidikan. Dalam kasus lakalantas, BAP sering digunakan untuk merekam keterangan tersangka, saksi, dan hasil olah TKP. BAP dapat memperlihatkan kronologi kejadian, pelanggaran yang dilakukan, dan tanggung jawab pelaku. Akan tetapi, keabsahan BAP tetap harus diuji di persidangan dan tidak otomatis mengikat jika bertentangan dengan kesaksian langsung atau bukti lain.[footnoteRef:6] [6: Ibid., hlm. 252. ] 

BAP harus dibuat secara jujur dan lengkap, karena akan menjadi dasar pertimbangan hakim. Jika terdapat kekeliruan, pemalsuan, atau tekanan saat pembuatan BAP, kekuatan hukumnya dapat dipertanyakan dan berpengaruh terhadap keadilan proses peradilan. Dengan demikian, kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses pembuktian di persidangan kasus lakalantas cukup signifikan sebagai alat bukti permulaan dan pendukung. Namun, tidak bersifat mutlak dan harus didukung bukti lain serta diuji keabsahannya di persidangan oleh hakim. Keberhasilan proses pembuktian sangat tergantung pada kejujuran, keakuratan, dan kejujuran isi BAP yang dibuat selama penyidikan.
Untuk mendapatkan gambaran mengenai kekuatan BAP dalam proses pembuktian di persidangan kasus kecelakaan lalu lintas, berikut ini diuraikan sebuah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn tentang kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik yang dilakukan terhadap saksi, ahli, maupun terdakwa. Berikut ini akan diuraikan kronologis kasus tersebut.
Kasus ini bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang mengemudikan 1 unit Mobil Barang Tractor Head BK 8373 CS dengan kecepatan 10 hingga 15 km/jam dari arah Gabion menuju ke arah Simpang Buaya. Pada saat terdakwa Bambang Purnomo hendak berbelok ke kanan menuju ke arah Simpang Buaya, terdakwa Bambang Purnomo tidak melihat sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT yang dikendarai oleh korban Anggiat Siregar yang sedang berada di depan sebelah kiri 1 unit Mobil Barang Tractor Head BK 8373 CS yang terdakwa kemudikan yang secara bersamaan juga hendak berbelok ke kanan menuju Simpang Kampung Salam, seketika bagian kiri mobil barang tractor head BK 8373 CS yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT milik korban Anggiat Siregar yang mengakibatkan korban Anggiat Siregar terjatuh bersama sepeda motornya dan korban Anggiat Siregar terjepit di roda kiri mobil barang tractor head BK 8373 CS dan menyebabkan tangan kiri korban Anggiat Siregar putus, badan luka lecet, luka robek di bibir dan dagu. Kemudian korban Anggiat Siregar dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan, namun korban telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit atau DOA (Death On Arrive).
Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum RS Prima Husada Cipta Medan No. UM.50/08/16/RS.PHCM-25 terhadap jenazah Anggiat Siregar telah dilakukan pemeriksaan luar dan hasil pemeriksaan tersebut menjelaskan bahwa terdapat luka robek di bibir atas kanan, luka lecet di atas bibir, luka robek di bibir bawah, luka robek di dagu, luka lecet di bagian lengan kanan, dada hingga lengan kiri, luka lecet di tangan kanan, tampak tulang patah di tangan kiri dan terputus, luka lecet di lutut kanan panjang, luka robek di lutut kanan  atau dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh satu tahun dengan luka diakibatkan trauma tajam. 
Terhadap peristiwa tersebut, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Bambang Purnomo dengan dakwaan alternatif yaitu perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Untuk membuktikan tuntutannya tersebut, jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti sebagai berikut:
1. Saksi Betty Tambunan
Adapun keterangan saksi Betty Tambunan dalam perkara ini dapat dipahami dalam gambar skema kesaksian berikut ini.
[image: C:\Users\W7\Downloads\wwewe.jpg]













Gambar 4
Skema Keterangan Saksi Betty Tambunan

2. Saksi Effendi
Adapun keterangan saksi Effendi dalam perkara ini dapat dipahami dalam gambar skema kesaksian berikut ini.
[image: ]













Gambar 5
Skema Keterangan Saksi Effendi

3. Saksi Widhiyo Prawiro Utomo
[image: ]Adapun keterangan saksi Widhiyo Prawiro Utomo dalam perkara ini dapat dipahami dalam gambar skema kesaksian berikut ini.










Gambar 6
Skema Keterangan Saksi Widhiyo Prawiro Utomo

4. Saksi Hendri Peranginangin
[image: ]Adapun keterangan saksi Hendri Peranginangin dalam perkara ini dapat dipahami dalam gambar skema kesaksian berikut ini.

























Gambar 7
Skema Keterangan Saksi Hendri Peranginangin

5. Surat Visum Et Repertum
Di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum RS Prima Husada Cipta Medan No. UM.50/08/16/RS.PHCM-25 terhadap jenazah Anggiat Siregar yang telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka robek di bibir atas kanan, luka lecet di atas bibir, luka robek di bibir bawah, luka robek di dagu, luka lecet dibagian lengan kanan, dada hingga lengan kiri, luka lecet di tangan kanan, tampak tulang patah di tangan kiri dan terputus, luka lecet di lutut kanan, luka robek di lutut kanan. Surat Visum Et Repertum tersebut menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh satu tahun dengan luka diakibatkan trauma tajam.
6. Terdakwa Bambang Purnomo
Berikut adalah skema ilustrasi berdasarkan keterangan terdakwa. Skema ini akan menunjukkan posisi dan peristiwa utama dalam kejadian tersebut:
[image: ]






















Gambar 8
Skema Keterangan Terdakwa

7. Barang Bukti
Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 unit mobil barang tractor head BK 8373 CS beserta gandengan dengan Nomor SB 4, 1 lembar STNK mobil barang tractor Head BK 8373 CS, 1 unit sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT, 1 lembar SIM C an. Anggiat Siregar, 1 lembar SIM B II Umum an. Bambang Purnomo.
Dalam kasus lakalantas ini, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa barang bukti sebagai bukti dalil untuk mendukung tuduhan yang diajukan. Namun, perlu diingat bahwa dalam proses pembuktian di persidangan, kekuatan bukti dapat ditingkatkan atau menurun berdasarkan pada hasil pemeriksaan, eksperimen, dan saksi-saksi yang ditampilkan.
Setiap saksi yang dihadirkan di persidangan telah pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya. Hal ini menunjukkan bahwa BAP telah dilakukan sebelumnya dan dapat digunakan sebagai bukti dalil untuk mendukung tuduhan yang diajukan.
Dalam konteks ini, BAP dapat meningkatkan kekuatan bukti dengan cara BAP yang telah dilakukan sebelumnya dapat menampilkan bukti yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan adanya BAP, kemungkinan kesalahan dalam memberikan kesaksian dapat dikurangi. BAP dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kesaksian saksi dan bukti yang diperkenalkannya. Dengan adanya BAP, waktu persidangan dapat disimpan dan digunakan untuk kesaksian yang lebih penting.
Penuntut Umum dapat menggunakan BAP sebagai bukti dalil untuk mendukung tuduhan yang diajukan. BAP dapat digunakan untuk menguatkan kesaksian saksi dan membuatnya lebih percaya diri. Dengan adanya BAP, kemungkinan kekeliruan dalam memberikan kesaksian dapat dikurangi. BAP dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kesaksian saksi dan bukti yang diperkenalkannya. Namun, perlu diingat bahwa BAP harus dilakukan dengan benar dan akurat untuk meningkatkan kekuatan bukti.
Penggunaan BAP dalam proses pembuktian diadakan berdasarkan beberapa dasar hukum, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (“BAP Saksi”) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing.
Pendapat banyak ahli hukum juga setuju bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP. Bahkan R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R. Soesilo mengatakan pendapatnya, sebagai berikut:
Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah.

Menurut Teguh Samudera, BAP adalah golongan akta autentik yang dibuat oleh pegawai umum, yakni pejabat penyidik yang bersangkutan, yang merupakan laporan tentang sesuatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan olehnya. Beberapa hal yang menjadi isu terkait kekuatan pembuktian BAP Saksi di persidangan, adalah sebagai berikut:
1. Pembacaan BAP Saksi di depan Persidangan
Terjadinya pembacaan BAP Saksi di depan persidangan kerap terjadi dalam praktik pembuktian di persidangan. Pada prinsipnya, KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, bagi ketentuan ini, ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan. Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi, bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan:
1) Meninggal dunia; atau
2) Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
3) Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
4) Bilamana ada kepentingan negara.
Keempat alasan ini bersifat limitatif, dalam arti, bahwa BAP Saksi boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya bila ada alasan tersebut yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan sebuah persidangan. Di luar keempat alasan ini, maka BAP Saksi idealnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan, karena Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan.
Fenomena ini sering terjadi di dalam praktik peradilan di Indonesia dewasa ini, yakni adanya kecenderungan untuk membacakan keterangan saksi dalam BAP Saksi di depan persidangan. Hal ini disebabkan karena penuntut umum yang bersangkutan tidak mampu menghadirkan saksi-saksi di persidangan, khususnya terhadap saksi yang memberatkan (a charge). Sedangkan, bagi pihak terdakwa atau penasihat hukum, pembacaan BAP Saksi ini selalu dijadikan kesempatan untuk dapat menyangkal keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam BAP Saksi. Alasan-alasan yang dipergunakan adalah, bahwa keterangan di dalam BAP Saksi telah diberikan karena terpaksa atau pemeriksaan dilakukan dengan kekerasan.
2. Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan
Hal menarik selanjutnya ialah, bahwa seorang saksi ketika memberikan keterangan di depan persidangan, dapat menarik/mencabut keterangannya yang telah dia berikan di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh penyidik. Tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang “ditarik/dicabut” di muka persidangan. Jika seorang saksi “menarik/mencabut” keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat [2] KUHAP).
3. Keterangan Saksi di depan Persidangan Berbeda dengan BAP Saksi
Dalam praktik peradilan di Indonesia, kerap terjadi keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan, yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan saksi. Apabila terjadi perbedaan keterangan seperti ini, maka keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan. Bila yang diutamakan ialah keterangan dalam BAP Saksi, maka otomatis dakwaan penuntut umum terbukti semua. Bila terjadi hal seperti ini, maka hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat penyidik yang membuat BAP tersebut untuk diperiksa di depan persidangan. Pejabat penyidik ini merupakan saksi verbalisant. 
Berdasar Pasal 163 KUHAP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP Saksi. Namun, hal yang penting di sini ialah, saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut. Di sinilah letak peran hakim sebagai hakim yang aktif dalam mencari kebenaran materiil, yang merupakan ciri khas hakim pada sistem peradilan pidana negara yang menganut sistem civil law, ketika terjadi perbedaan keterangan yang diberikan saksi, maka hakim harus melihat apakah keterangan atau alasan yang diberikan saksi secara logika dan masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut.
Kutipan isi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing:
Mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri/di negaranya, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Dalam berita acara tersebut dihadirkan penyidik POLRI atau penyidik lainnya harus dicantumkan dengan tegas.
2) Apabila kehadiran penyidik POLRI/penyidik lainnya tidak dicantumkan, maka berita acara tersebut harus disahkan oleh Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.
3) Saksi yang bersangkutan harus di dengar dibawah sumpah di hadapan penyidik POLRI/penyidik lainnya atau apabila tidak, di hadapan pejabat dari Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI. di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan mengenai kedudukan dan kekuatan bukti dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuatkan selama proses penyidikan dalam menentukan dakwaan terhadap terdakwa di persidangan, yaitu:
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memiliki kedudukan sebagai salah satu bahan bukti yang penting dalam proses pembuktian. BAP yang dibuat selama proses penyidikan, apabila memenuhi syarat-syarat keabsahan dan keaslian, dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan dakwaan terhadap terdakwa. Namun demikian, kekuatan bukti dari BAP tidak bersifat mutlak dan harus dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk lain yang sah menurut hukum. Dalam perkara ini, saya menilai bahwa BAP memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah, tetapi kekuatannya sebagai bukti utama tetap harus dinilai secara objektif dan kritis, termasuk mempertimbangkan keaslian, kejujuran pemeriksa, serta adanya kemungkinan keberpihakan atau kekeliruan. Oleh karena itu, BAP harus didukung oleh bukti lain yang relevan agar dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa.[footnoteRef:7] [7: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti bahwa jawaban hakim tersebut bahwa hakim memandang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai salah satu bahan bukti yang penting dan sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, kekuatan BAP tidak bersifat mutlak dan harus dipertimbangkan secara kritis dan objektif, serta didukung oleh bukti lain agar dapat menjadi dasar yang kuat dalam menjatuhkan dakwaan.
Hakim mengakui bahwa BAP memiliki posisi sebagai bahan bukti yang sah menurut hukum sepanjang memenuhi syarat keabsahan dan keaslian. Ini menegaskan bahwa BAP tidak bisa dianggap remeh, tetapi juga tidak otomatis sebagai bukti utama tanpa verifikasi lebih lanjut. Hakim juga menekankan bahwa kekuatan bukti dari BAP tidak bersifat mutlak dan harus dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain, seperti saksi, ahli, surat, dan petunjuk lain. Hal ini menunjukkan sikap hati-hati dalam menilai keabsahan dan kekuatan bukti, menghindari penilaian sepihak terhadap BAP saja.
Hakim menegaskan pentingnya menilai BAP secara kritis, termasuk keaslian, kejujuran pemeriksa, dan kemungkinan keberpihakan atau kekeliruan. Ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan benar-benar dapat dipercaya dan tidak menimbulkan kesalahan penjatuhan pidana. Hakim menyatakan bahwa BAP harus didukung oleh bukti lain yang relevan agar dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk menjatuhkan dakwaan. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, pengambilan keputusan yang adil dan benar harus didasarkan pada keseluruhan rangkaian bukti yang saling memperkuat.
Secara umum, jawaban ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam penegakan hukum, di mana BAP adalah alat bukti penting tetapi tidak otomatis menjadi dasar utama, kecuali didukung oleh bukti lain dan dilakukan penilaian secara kritis. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jawaban ini sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang mengedepankan keadilan substantif dan keabsahan bukti.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa apakah BAP yang telah dibuat selama proses penyidikan dapat dijadikan sebagai alat bukti utama atau hanya sebagai bahan keterangan tambahan dalam pembuktian di persidangan, yaitu:
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat selama proses penyidikan tidak secara otomatis dapat dijadikan sebagai alat bukti utama. Sebaliknya, BAP lebih sering berfungsi sebagai bahan keterangan yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti pendukung dalam proses pembuktian di persidangan. Namun demikian, apabila BAP memenuhi syarat-syarat keabsahan, keaslian, dan dibuat secara prosedural sesuai ketentuan hukum, serta didukung oleh alat bukti lain yang memperkuat kebenarannya, maka BAP tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang kuat dan relevan. Tetapi, tetap harus diingat bahwa kekuatan bukti dari BAP sendiri tidak bersifat mutlak dan harus dievaluasi secara kritis, termasuk memperhatikan kejujuran pemeriksa dan kemungkinan kekeliruan. Dengan demikian, secara umum, BAP lebih tepat dipandang sebagai bahan keterangan tambahan yang mendukung pembuktian, dan bukan sebagai alat bukti utama yang berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain.[footnoteRef:8] [8: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti bahwa jawaban hakim tersebut menjelaskan bahwa hakim secara komprehensif dan realistis menanggapi kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hakim menegaskan bahwa BAP tidak otomatis menjadi alat bukti utama, melainkan lebih berfungsi sebagai bahan keterangan yang mendukung proses pembuktian. Ini mencerminkan pemahaman bahwa keabsahan dan kekuatan BAP harus dipertimbangkan secara obyektif dan tidak bersifat mutlak.
Penekanan pada syarat-syarat keabsahan, keaslian, dan prosedural yang benar menunjukkan bahwa BAP dapat menjadi bukti yang relevan dan kuat apabila memenuhi standar hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya integritas dan prosedur yang ketat dalam pembuatan BAP. Hakim menegaskan bahwa kekuatan BAP harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat dipertimbangkan sebagai dasar yang kuat dalam menjatuhkan putusan. Ini sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang mengedepankan keadilan dan kewajaran, menghindari ketergantungan pada satu sumber bukti saja.
Hakim juga menyadari bahwa kejujuran pemeriksa dan kemungkinan kekeliruan harus dipertimbangkan secara kritis, mengingat risiko kesalahan atau keberpihakan yang dapat mempengaruhi keabsahan dan keadilan proses peradilan. Secara umum, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jawaban ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam penegakan hukum, dimana BAP lebih cocok dipandang sebagai bahan keterangan tambahan yang harus didukung oleh bukti lain, bukan sebagai alat bukti utama yang berdiri sendiri. Secara keseluruhan, jawaban ini menunjukkan pemahaman yang matang dan seimbang tentang peran BAP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta menegaskan pentingnya evaluasi kritis dalam penggunaan bukti di persidangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa dalam putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn, bagaimana Bapak/Ibu menilai keabsahan dan keaslian BAP sebagai bukti yang sah di mata hukum dalam konteks kasus lakalantas ini, yaitu:
Dalam menilai keabsahan dan keaslian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn, saya sebagai hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertama, dari aspek keabsahan, BAP tersebut harus dibuat secara prosedural sesuai dengan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 184a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk adanya pemeriksaan secara saksama, kehadiran saksi, serta tanda tangan pemeriksa dan yang diperiksa. Jika semua prosedur tersebut dipenuhi dan BAP dibuat oleh penyidik yang berwenang serta disusun secara jujur dan lengkap, maka secara hukum BAP tersebut memiliki dasar keabsahan. Kedua, dari aspek keaslian, BAP harus terbukti asli dan tidak dimanipulasi. Keaslian ini dapat ditunjukkan melalui bukti fisik seperti tanda tangan, cap, serta kesesuaian isi dengan fakta-fakta di lapangan. Selain itu, keberadaan saksi yang hadir saat pembuatan BAP dan pemeriksaan silang di persidangan dapat memperkuat keaslian dokumen tersebut. Dalam konteks kasus lakalantas ini, apabila BAP tersebut memenuhi kedua aspek tersebut, dan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekeliruan, manipulasi, atau pelanggaran prosedur, maka BAP tersebut dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat di mata hukum. Namun demikian, tetap diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh bukti dan fakta di persidangan, karena kekuatan suatu bukti tidak bergantung semata-mata pada keabsahan dan keaslian dokumen, melainkan juga pada keutuhan dan konsistensi seluruh rangkaian pembuktian.[footnoteRef:9] [9: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti bahwa jawaban hakim tersebut bahwa hakim memberikan penilaian yang komprehensif dan berlandaskan pada ketentuan hukum serta fakta persidangan. Hakim menegaskan bahwa penilaian keabsahan dan keaslian BAP harus berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, khususnya Pasal 184 dan 184a. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengikuti prinsip hukum formal dan prosedural dalam menilai dokumen tersebut, yang merupakan standar utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penekanan pada prosedur pembuatan BAP mulai dari pemeriksaan saksama, kehadiran saksi, tanda tangan, serta kehadiran penyidik yang berwenang mengindikasikan bahwa BAP harus memenuhi syarat administratif dan substantif agar diakui secara hukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa hakim menilai bahwa BAP yang dibuat mengikuti prosedur sah memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk digunakan sebagai alat bukti.
Hakim menyoroti pentingnya bukti fisik seperti tanda tangan dan cap serta kesesuaian isi dengan fakta di lapangan. Penegasan ini menunjukkan bahwa aspek keaslian tidak hanya dipandang dari dokumen secara formal, tetapi juga dari aspek substantif dan faktual. Kehadiran saksi dan pemeriksaan silang di pengadilan sebagai faktor pendukung memperkuat posisi bahwa BAP tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Hakim menyadari bahwa keabsahan dan keaslian BAP harus dievaluasi secara kritis dan menyeluruh, tidak cukup hanya berdasarkan dokumen saja. Ini menunjukkan pendekatan hati-hati dan objektif dalam menilai kekuatan bukti, serta mengingatkan bahwa kekuatan bukti tidak hanya bergantung pada dokumen, tetapi juga pada rangkaian fakta dan bukti lain yang mendukung. Dalam konteks kasus lakalantas, penilaian ini relevan karena keabsahan dan keaslian BAP menjadi faktor penting dalam menentukan dasar hukum bagi proses pembuktian dan putusan akhir.
Secara umum, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jawaban hakim menggambarkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip hukum acara dan kehati-hatian dalam menilai bukti. Hakim menegaskan bahwa BAP harus memenuhi syarat formal dan faktual untuk dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan kuat, sekaligus menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian bukti demi memastikan keadilan dan keabsahan proses peradilan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa sejauh mana BAP yang telah diperiksa dan dibuatkan selama proses penyidikan dapat dipercaya sebagai dasar penetapan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus lakalantas ini, yaitu:
Dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya sebagai hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip peradilan yang mengedepankan keadilan dan objektivitas. Berkaitan dengan BAP yang telah diperiksa dan dibuat selama proses penyidikan, kepercayaan terhadap dokumen tersebut sebagai dasar penetapan keyakinan hakim sangat bergantung pada beberapa faktor. Pertama, BAP harus memenuhi aspek keabsahan prosedural sesuai dengan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 184a KUHAP, yang meliputi pemeriksaan yang dilakukan secara jujur, lengkap, dan sesuai prosedur oleh penyidik yang berwenang. Jika semua prosedur tersebut dipenuhi dan BAP dibuat dengan jujur serta disusun secara lengkap dan transparan, maka secara hukum dokumen tersebut memiliki kekuatan sebagai bukti yang dapat dipercaya. Kedua, kepercayaan terhadap BAP juga bergantung pada keaslian dan integritas dokumen tersebut. Apabila tanda tangan, cap, serta isi BAP tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat indikasi manipulasi atau kekeliruan, maka dokumen itu dapat dijadikan dasar yang kuat dalam membangun keyakinan hakim. Selain itu, dalam proses peradilan, BAP tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti. Kesesuaian isi BAP dengan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi, alat bukti lain, serta hasil pemeriksaan terdakwa, turut memperkuat tingkat kepercayaan terhadap isi BAP tersebut. Sebagai penegasan, dalam kasus lakalantas ini, jika BAP tersebut dibuat sesuai prosedur, asli, dan konsisten dengan bukti lain, maka BAP tersebut dapat dipercaya sebagai dasar pembentukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Namun, tetap diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian bukti untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta dan bukti yang memenuhi standar pembuktian yang berlaku.[footnoteRef:10] [10: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti bahwa jawaban hakim tersebut memberikan penjelasan yang komprehensif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum serta asas keadilan. Hakim menegaskan bahwa kepercayaan terhadap BAP sebagai dasar penetapan keyakinan harus didasarkan pada ketentuan KUHAP, khususnya Pasal 184 dan 184a. Ini menunjukkan bahwa hakim mengikuti standar prosedural yang diatur dalam hukum acara pidana sebagai fondasi utama dalam menilai keabsahan dan kepercayaan terhadap dokumen tersebut. Penekanan pada pemeriksaan yang jujur, lengkap, dan sesuai prosedur oleh penyidik menunjukkan bahwa dokumen harus memenuhi standar administratif dan substantif agar dapat dipercaya. Jika prosedur ini terpenuhi, BAP memiliki kekuatan sebagai bukti yang sah secara hukum.
Hakim menyoroti pentingnya keaslian dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk tanda tangan, cap, dan isi yang konsisten dengan fakta di lapangan. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap BAP tidak hanya bergantung pada formalitas, tetapi juga pada keutuhan dan keaslian isi dokumen tersebut. Hakim menyadari bahwa BAP tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti. Kesesuaian isi BAP dengan keterangan saksi, alat bukti lain, dan hasil pemeriksaan terdakwa menjadi faktor penting dalam memperkuat keyakinan hakim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan prinsip integratif untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan terhadap keseluruhan rangkaian bukti.
Hakim juga menegaskan bahwa meskipun BAP memenuhi syarat-syarat tersebut, tetap diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bukti dan fakta di persidangan. Hal ini mencerminkan prinsip objektivitas dan kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada bukti yang memenuhi standar pembuktian yang berlaku. Dalam kerangka kasus lakalantas, penilaian ini relevan karena keabsahan dan keaslian BAP sangat menentukan proses pembuktian dan kepercayaan terhadap fakta di persidangan.
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jawaban hakim tersebut menampilkan pendekatan yang proporsional dan sesuai dengan prinsip hukum acara pidana. Hakim menegaskan bahwa BAP harus memenuhi syarat prosedural dan keaslian, serta didukung oleh bukti lain, untuk dapat dipercaya sebagai dasar keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran hakim akan pentingnya menjaga keadilan, objektivitas, dan keabsahan dalam proses peradilan pidana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar BAP dapat dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat di persidangan berdasarkan ketentuan hukum dan putusan yang berlaku, yaitu:
Dalam menjawab pertanyaan ini, saya berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 184 dan 184a KUHAP, serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan. Agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat di persidangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Kepatuhan terhadap Prosedur Formal:BAP harus dibuat oleh penyidik yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Ini meliputi pemeriksaan yang dilakukan secara jujur, lengkap, dan sistematis, serta dituangkan secara tertulis dalam dokumen resmi. Keaslian dan Integritas Dokumen:Tanda tangan dari penyidik dan terdakwa harus asli, serta isi BAP harus tidak mengandung kekeliruan, manipulasi, atau perubahan yang tidak sah. Keaslian dokumen ini merupakan syarat utama agar BAP memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Kesesuaian dengan Fakta di Lapangan:Isi BAP harus konsisten dan sejalan dengan bukti lain yang ada, seperti saksi, alat bukti fisik, dan hasil pemeriksaan lainnya. Ketidaksesuaian yang mencolok dapat melemahkan kekuatan pembuktian BAP. Pengujian dan Pengesahan dalam Persidangan:BAP harus dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat-syarat legal dalam proses pemeriksaan di persidangan, termasuk memenuhi prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Penyajian dalam Kondisi Tidak Dipaksakan atau Dipaksakan:Isi BAP harus diperoleh secara sukarela tanpa adanya paksaan, intimidasi, atau tekanan dari pihak manapun, sehingga keabsahan dan kepercayaannya terjamin. Sebagaimana diputuskan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, BAP yang memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan di tingkat pengadilan. Namun, perlu diingat bahwa BAP tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti. Keputusan harus didukung oleh rangkaian bukti lain yang memperkuat dan memperjelas fakta-fakta yang diungkap dalam proses persidangan.[footnoteRef:11] [11: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim memberikan penjelasan yang sangat komprehensif dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, terutama KUHAP dan putusan Mahkamah Agung. Hakim merujuk secara tepat pada Pasal 184 dan 184a KUHAP serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang menjadi acuan dalam menilai kekuatan pembuktian BAP. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban tersebut berlandaskan pada sumber hukum yang resmi dan sah.
Hakim menegaskan bahwa BAP harus dibuat oleh penyidik berwenang, lengkap, jujur, dan sesuai prosedur. Ini sesuai dengan asas formalitas dalam hukum acara pidana yang menegaskan bahwa prosedur harus dijalankan secara benar agar dokumen memiliki kekuatan hukum. Penekanan pada keaslian tanda tangan, isi yang tidak manipulatif, dan tidak adanya kekeliruan menunjukkan pentingnya aspek material dan formal dalam menilai keabsahan BAP.
Hakim menegaskan bahwa isi BAP harus konsisten dengan bukti lain, seperti saksi dan alat bukti fisik, yang merupakan prinsip integratif dalam menilai kekuatan bukti. BAP harus dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip keadilan, yang menunjukkan bahwa BAP harus melalui proses pembuktian yang adil dan transparan di persidangan. Tidak adanya paksaan atau tekanan dalam memperoleh BAP adalah syarat untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan terhadap isi dokumen.
Penjelasan bahwa BAP tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya bukti, melainkan harus didukung oleh bukti lain, menunjukkan penerapan prinsip bahwa kekuatan bukti harus bersifat komprehensif dan tidak bergantung pada satu dokumen saja. Rujukan pada putusan-putusan MA memperkuat bahwa standar tersebut telah diakui secara yuridis sebagai pedoman untuk menilai kekuatan pembuktian BAP.
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jawaban hakim tersebut sangat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan putusan-putusan pengadilan tertinggi. Hakim menegaskan bahwa untuk BAP memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat, harus memenuhi syarat-syarat formal dan material tertentu yang menjamin keaslian, kejujuran, serta konsistensinya dengan bukti lain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal, tetapi juga aspek substantif dan keadilan dalam menilai kekuatan bukti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses pembuktian di persidangan kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn yaitu kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai alat bukti dalam proses pembuktian kasus lakalantas sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat formal dan material sesuai ketentuan hukum acara pidana. BAP dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat apabila memenuhi unsur keaslian, kejujuran, dan integritas dokumen, serta dibuat oleh penyidik yang berwenang dan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, isi BAP harus konsisten dengan bukti lain dan diperoleh secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa BAP tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti utama, melainkan harus didukung oleh bukti lain, seperti saksi, alat bukti fisik, dan hasil pemeriksaan lainnya, untuk memastikan keadilan dan keabsahan putusan. Dengan demikian, kekuatan pembuktian BAP dalam kasus lakalantas sangat tergantung pada keabsahan prosedur pembuatan, keaslian, dan integritas isi dokumen, serta konsistensinya dengan rangkaian bukti lain. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
B. Pertimbangan Hakim dalam Proses Pembuktian Kasus Lakalantas Berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Pentingnya proses pembuktian dalam kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn sangat krusial dalam memastikan keadilan dan keabsahan putusan pengadilan. Proses pembuktian yang tepat dan memenuhi syarat-syarat hukum berfungsi sebagai dasar utama dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Keberhasilan proses pembuktian tidak hanya bergantung pada keberadaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi juga pada keaslian, kejujuran, dan konsistensi seluruh bukti yang diajukan. Hal ini penting karena dalam kasus lakalantas, data dan bukti seperti keterangan saksi, hasil pemeriksaan alat bukti fisik, serta dokumen lain harus saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.[footnoteRef:12]   [12: La Gurusi, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasusu No. 154/PID.B2015/PN.PW), Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 139. ] 

Proses pembuktian yang dilakukan secara benar dan adil memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan sah. Selain itu, proses ini juga melindungi hak-hak terdakwa dan pihak terkait dari kemungkinan penyalahgunaan bukti atau kekeliruan dalam penilaian fakta di persidangan. Dengan demikian, proses pembuktian yang memadai dan sesuai ketentuan hukum sangat penting untuk menjamin keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus lakalantas, sebagaimana ditegaskan dalam putusan tersebut.
Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam proses pembuktian kasus lakalantas berdasarkan putusan nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn, berikut ini akan diuraikan dan dianalisis secara rinci. 
Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa Bambang Purnomo sedang mengemudikan 1 unit Mobil Barang Tractor Head BK 8373 CS dengan kecepatan 10 hingga 15 km/jam dari arah Gabion menuju ke arah Simpang Buaya. Pada saat Terdakwa Bambang Purnomo hendak berbelok ke kanan menuju ke arah Simpang Buaya, Terdakwa tidak memperhatikan sekitar truk dalam keadaan aman dan tidak melihat sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT yang dikendarai oleh korban Anggiat Siregar sedang berada di depan sebelah kiri 1 unit Mobil Barang Tractor Head BK 8373 CS yang Terdakwa Bambang Purnomo kemudikan yang juga hendak berbelok ke kanan menuju Simpang Kampung Salam. 
Kemudian bagian kiri mobil barang tractor head BK 8373 CS yang dikendarai oleh Terdakwa Bambang Purnomo menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT milik korban Anggiat Siregar yang mengakibatkan korban Anggiat Siregar terjatuh bersama sepeda motornya dan korban Anggiat Siregar terjepit di roda kiri mobil barang tractor head BK 8373 CS dan menyebabkan tangan kiri korban Anggiat Siregar putus, badan luka lecet, luka robek di bibir dan dagu. Kemudian korban Anggiat Siregar dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan, namun korban telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit atau DOA (Death On Arrive). 
Akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum RS Prima Husada Cipta Medan No. UM.50/08/16/RS.PHCM-25 terhadap jenazah Anggiat Siregar telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan hasil pemeriksaan berupa terdapat luka robek di bibir atas kanan, luka lecet di atas bibir, luka robek di bibir bawah, luka robek di dagu, luka lecet dibagian lengan kanan, dada hingga lengan kiri, luka lecet di tangan kanan, tampak tulang patah di tangan kiri dan terputus, luka lecet di lutut kanan, luka robek di lutut kanan panjang. Dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh satu tahun dengan luka diakibatkan trauma tajam.
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa Bambang Purnomo dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Bambang Purnomo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan, yang unsur-unsurnya adalah 1) Unsur Setiap Orang, 2) Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, 3) Unsur dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
Menurut analisis peneliti pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim secara cermat dan sistematis menilai fakta-fakta hukum yang ada untuk menentukan dasar hukum yang tepat dalam menyusun putusan. Hakim memulai dengan menilai apakah fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berhenti pada fakta-fakta umum, tetapi juga mengkaji secara mendalam aspek-aspek hukum yang relevan.
Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yang berkaitan dengan kelalaian mengemudi yang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat dan kematian. Ini menunjukkan bahwa hakim menilai bahwa fakta-fakta yang terungkap lebih sesuai dan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut.
Hakim secara spesifik menyebutkan unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu Unsur Setiap Orang (menunjukkan bahwa tindak pidana ini berlaku umum dan tidak terbatas pada orang tertentu), Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan (menunjukkan bahwa kelalaian pengemudi adalah unsur utama yang harus terbukti), Unsur Korban Luka Berat dan Meninggal Dunia (menunjukkan bahwa unsur konsekuensi dari kelalaian tersebut adalah korban luka berat dan kematian).
Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif kedua. Ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mengandalkan dakwaan yang diajukan, tetapi juga menyesuaikan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan unsur-unsur hukum yang relevan.
Hakim dalam putusan ini menunjukkan pendekatan yang objektif dan cermat dalam menilai fakta-fakta hukum. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, hakim memilih dakwaan yang paling sesuai berdasarkan fakta persidangan. Hal ini mencerminkan penerapan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta menunjukkan bahwa proses pertimbangan hakim dilakukan secara sistematis dan berdasarkan bukti yang cukup dalam rangka memastikan keabsahan dan keadilan putusan.
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
1. Unsur Setiap Orang
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Bambang Purnomo. Terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Menurut analisis peneliti bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memahami bahwa unsur "Setiap Orang" adalah bagian dari unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang mengacu pada subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam konteks ini, unsur ini menegaskan bahwa yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana adalah individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum, yaitu orang perorangan yang mampu bertanggung jawab secara hukum.
Peneliti mencermati bahwa hakim telah melakukan analisis terhadap fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menunjukkan identitas terdakwa sebagai Bambang Purnomo. Surat dan petunjuk yang menguatkan identitas dan peran terdakwa. Barang bukti yang memperkuat identifikasi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.
Peneliti menyoroti bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa memang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sesuai dengan identitas yang diakui terdakwa sendiri di persidangan. Dalam hal ini, tidak ditemukan unsur pemaaf (misalnya, alasan pembenar) maupun pembenar yang dapat menyelamatkan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.
Peneliti menilai bahwa hakim telah melakukan penilaian terhadap alat bukti secara sah dan meyakinkan, yang memenuhi standar pembuktian menurut hukum. Bukti-bukti tersebut keterangan saksi, surat, petunjuk, dan barang bukti berkonstruksi secara konsisten sehingga unsur "Setiap Orang" sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dapat dipastikan terbukti.
Peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terkait unsur "Setiap Orang" dalam kasus ini sudah tepat, didukung oleh fakta-fakta yang kuat dan bukti yang sah. Dengan demikian, unsur ini secara sah dan meyakinkan terbukti, dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.
Secara keseluruhan, analisis peneliti menegaskan bahwa proses penilaian terhadap unsur "Setiap Orang" dilakukan secara sistematis dan berdasarkan bukti yang lengkap, sesuai dengan prinsip keadilan dan asas pembuktian dalam hukum pidana.
2. Unsur-Unsur Kelalaian Dalam Mengemudi Sehingga Mengakibatkan Lakalantas

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan pengakuan Terdakwa serta yang didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa sedang mengemudikan 1 unit Mobil Barang Tractor Head BK 8373 CS dengan kecepatan 10 hingga 15 km/jam dari arah Gabion menuju ke arah Simpang Buaya. Pada saat Terdakwa hendak berbelok ke kanan menuju ke arah Simpang Buaya, Terdakwa tidak memperhatikan sekitar truk dalam keadaan aman dan tidak melihat sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT yang dikendarai oleh korban Anggiat Siregar sedang berada di depan sebelah kiri 1 unit Mobil Barang Tractor Head BK 8373 CS yang Terdakwa kemudikan yang juga hendak berbelok ke kanan menuju Simpang Kampung Salam.
Selanjutnya seketika bagian kiri mobil barang tractor head BK 8373 CS yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT milik korban Anggiat Siregar yang mengakibatkan korban Anggiat Siregar terjatuh bersama sepeda motornya dan korban Anggiat Siregar terjepit di roda kiri mobil barang tractor head BK 8373 CS dan menyebabkan tangan kiri korban Anggiat Siregar putus, badan luka lecet, luka robek di bibir dan dagu;. Kemudian korban Anggiat Siregar dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan, namun korban telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit atau DOA (Death On Arrive). 
Akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum RS Prima Husada Cipta Medan No. UM.50/08/16/RS.PHCM-25 terhadap jenazah Anggiat Siregar telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka robek di bibir atas kanan, luka lecet di atas bibir, luka robek di bibir bawah, luka robek di dagu, luka lecet di bagian lengan kanan, dada hingga lengan kiri, luka lecet di tangan kanan, tampak tulang patah di tangan kiri dan terputus, luka lecet di lutut kanan, dan luka robek di lutut kanan. Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bawha telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh satu tahun dengan luka diakibatkan trauma tajam. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Peneliti menyoroti bahwa hakim telah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi-saksi, yang memberikan gambaran mengenai kejadian dan posisi kendaraan saat kecelakaan, surat-surat dan pengakuan terdakwa, yang memperkuat fakta-fakta mengenai kejadian, barang bukti, termasuk kendaraan yang terlibat dan hasil visum. Peneliti menilai bahwa fakta-fakta tersebut membentuk dasar yang kuat untuk menyimpulkan kronologi kejadian.
Peneliti memerhatikan bahwa hakim telah menguraikan secara rinci kronologi kecelakaan bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tractor head dengan kecepatan tertentu dan hendak berbelok. Tidak memperhatikan sekitar dan tidak melihat keberadaan sepeda motor korban. Menabrak sepeda motor yang dikendarai korban, menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka parah hingga meninggal dunia. Peneliti menilai bahwa uraian ini menunjukkan kelalaian atau kesalahan dari pihak terdakwa yang memenuhi unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas.
Peneliti menyoroti bahwa hasil pemeriksaan medis menunjukkan luka-luka yang serius dan trauma berat, termasuk luka robek, luka lecet, patah tulang, dan tangan yang terputus. Hal ini memperkuat fakta bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan luka berat dan kematian korban. Visum ini menjadi bukti sah bahwa luka-luka yang dialami korban disebabkan oleh kecelakaan dan trauma yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut.
Peneliti menilai bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan karena ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara kecelakaan dan luka-luka korban. Hasil visum menunjukkan luka-luka yang menyebabkan kematian di tempat kejadian. Peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim bahwa unsur kecelakaan yang menyebabkan kematian korban telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tepat. Fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan memenuhi standar pembuktian dan mendukung kesimpulan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas kecelakaan yang menyebabkan luka berat dan kematian korban.
Secara umum, peneliti menganggap bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan unsur kecelakaan dan kematian korban terbukti secara sah dan meyakinkan sudah sesuai dengan fakta persidangan dan bukti medis, serta memenuhi unsur undang-undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif, sistematis, dan berdasarkan bukti yang lengkap.
3. Unsur dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan pengakuan Terdakwa serta yang didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa sedang mengemudikan 1 unit Mobil Barang Tractor Head BK 8373 CS dengan kecepatan 10 hingga 15 km/jam dari arah Gabion menuju ke arah Simpang Buaya. Pada saat Terdakwa hendak berbelok ke kanan menuju ke arah Simpang Buaya, Terdakwa tidak memperhatikan sekitar truk dalam keadaan aman dan tidak melihat sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT yang dikendarai oleh korban Anggiat Siregar sedang berada di depan sebelah kiri 1 unit Mobil Barang Tractor Head BK 8373 CS yang Terdakwa kemudikan yang juga hendak berbelok ke kanan menuju Simpang Kampung Salam.
Selanjutnya seketika bagian kiri mobil barang tractor head BK 8373 CS yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT milik korban Anggiat Siregar yang mengakibatkan korban Anggiat Siregar terjatuh bersama sepeda motornya dan korban Anggiat Siregar terjepit di roda kiri mobil barang tractor head BK 8373 CS dan menyebabkan tangan kiri korban Anggiat Siregar putus, badan luka lecet, luka robek di bibir dan dagu. Kemudian korban Anggiat Siregar dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan, namun korban telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit atau DOA (Death On Arrive).
Akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum RS Prima Husada Cipta Medan No. UM.50/08/16/RS.PHCM-25 terhadap jenazah Anggiat Siregar telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka robek di bibir atas kanan, luka lecet di atas bibir, luka robek di bibir bawah, luka robek di dagu, luka lecet di bagian lengan kanan, dada hingga lengan kiri, luka lecet di tangan kanan, tampak tulang patah di tangan kiri dan terputus, luka lecet di lutut kanan, dan luka robek di lutut kanan. Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh satu tahun dengan luka diakibatkan trauma tajam. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Peneliti menyoroti bahwa hakim telah melakukan penelaahan terhadap berbagai bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi-saksi yang memberikan gambaran lengkap tentang kejadian. Surat-surat dan pengakuan terdakwa yang memperkuat fakta-fakta tentang kronologi kejadian. Barang bukti termasuk kendaraan dan hasil visum. Peneliti menilai bahwa fakta-fakta tersebut membentuk dasar yang kuat dalam mengidentifikasi peristiwa kecelakaan.
Peneliti menilai bahwa hakim telah menguraikan secara rinci proses terjadinya kecelakaan yaitu Terdakwa mengemudikan mobil tractor head dengan kecepatan tertentu dan hendak berbelok. Terdakwa tidak memperhatikan sekitar dan tidak melihat keberadaan sepeda motor korban. Akibatnya, mobil menabrak sepeda motor, menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka serius hingga meninggal dunia. Peneliti menilai bahwa kesalahan atau kelalaian terdakwa dalam memperhatikan sekitar merupakan unsur utama yang menyebabkan kecelakaan, sesuai dengan unsur kesalahan dalam hukum lalu lintas.
Peneliti menyoroti bahwa hasil visum menunjukkan luka-luka serius, termasuk luka robek, luka lecet, patah tulang, dan tangan yang terputus. Ini memperkuat fakta bahwa kecelakaan menyebabkan trauma berat dan kematian korban. Visum ini merupakan bukti sah yang menunjukkan hubungan langsung antara kecelakaan dan luka-luka fatal korban.
Peneliti menilai bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan karena Ada hubungan sebab-akibat langsung antara kecelakaan dan luka-luka yang menyebabkan kematian. Hasil visum menunjukkan luka-luka yang konsisten dengan kecelakaan lalu lintas berat. Peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim bahwa unsur kecelakaan yang menyebabkan kematian korban telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tepat. Fakta dan bukti yang diajukan memenuhi standar pembuktian dan mendukung kesimpulan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas kecelakaan yang menewaskan korban.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan unsur kecelakaan dan kematian korban terbukti secara sah dan meyakinkan sudah sesuai fakta persidangan dan bukti medis, serta memenuhi unsur hukum yang berlaku. Proses penilaian dilakukan secara objektif, sistematis, dan berdasarkan bukti lengkap, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 unit mobil barang tractor head BK 8373 CS beserta gandengan dengan Nomor SB 4 dan 1 lembar STNK mobil barang tractor Head BK 8373 CS, oleh karena terbukti adalah milik saksi Effendi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Effendi. Barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT dan 1 lembar SIM C an. Anggiat Siregar, oleh karena terbukti adalah milik saksi Betty Tambunan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Betty Tambunan. Barang bukti berupa 1 lembar SIM B II Umum an. Bambang Purnomo, oleh karena terbukti adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.
Peneliti menilai bahwa hakim telah memeriksa secara detail bahwa semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas telah terpenuhi. Ini termasuk unsur-unsur seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat atau kematian. Kelalaian atau kesalahan dari pihak terdakwa yang menyebabkan kecelakaan. Peneliti menganggap bahwa pemenuhan unsur tersebut menjadi dasar utama untuk menyatakan terdakwa bersalah dan melakukan pertimbangan hukuman.
Peneliti menyoroti bahwa hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (seperti keadaan darurat, paksa, atau hal lain yang membebaskan) maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dianggap bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti menilai bahwa hakim telah mempertimbangkan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan harus dipidana. Hal ini sesuai prinsip dasar dalam sistem hukum pidana bahwa seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Peneliti menganggap bahwa hakim juga sudah mempertimbangkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa merupakan bagian dari proses hukum yang sah dan harus dihitung sebagai pengurang pidana. Ini sesuai dengan ketentuan hukum bahwa masa tahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagai bentuk keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa.
Peneliti menyoroti bahwa Terdakwa tetap harus berada dalam tahanan karena alasan cukup dan sesuai prosedur hukum. Barang bukti yang terkait dengan kepemilikan tertentu dikembalikan kepada pemilik yang terbukti sebagai pemilik sah, seperti mobil dan sepeda motor. Barang bukti lain yang terbukti milik terdakwa, seperti SIM, dikembalikan kepada terdakwa. Peneliti menganggap bahwa keputusan ini mencerminkan penegakan keadilan dan penghormatan terhadap hak milik serta prosedur hukum yang berlaku.
Secara umum, peneliti menilai bahwa pertimbangan hakim tersebut menunjukkan penegakan hukum yang lengkap, adil, dan berdasarkan bukti serta fakta yang ada. Hakim telah memenuhi aspek material dan formal dalam menjatuhkan putusan, termasuk pemenuhan unsur pasal, tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf, penghitungan masa tahanan, serta pengembalian barang bukti kepada pemilik yang berhak. Peneliti menganggap bahwa pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum pidana serta lalu lintas.
Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Anggiat Siregar meninggal dunia. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, dan Terdakwa belum pernah dihukum.
Peneliti menilai bahwa hakim telah melakukan penilaian objektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan pidana. Perbuatan terdakwa yang menyebabkan kematian korban merupakan unsur utama yang memberatkan, karena menimbulkan akibat fatal dan merugikan pihak lain secara serius. Sikap sopan, berterus terang, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi, menunjukkan itikad baik dan rasa penyesalan terdakwa. Selain itu, terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya, yang merupakan faktor yang meringankan. Peneliti menilai bahwa pertimbangan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana, di mana faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan harus dipertimbangkan secara proporsional.
Peneliti menilai bahwa hakim telah menyeimbangkan antara aspek kejahatan yang dilakukan dan aspek pembelaan terdakwa, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan proporsional. Keadaan memberatkan menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana dan dampaknya. Keadaan meringankan menunjukkan bahwa terdakwa menunjukkan itikad baik, penyesalan, dan belum pernah dihukum sebelumnya, yang dapat berpengaruh positif terhadap proses pidana dan kemungkinan rehabilitasi. Peneliti menilai bahwa pertimbangan ini mencerminkan aspek humanis dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, di mana faktor-faktor pribadi terdakwa diperhitungkan untuk mencapai keadilan substantif.
Peneliti berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan tersebut, hakim berupaya agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan dan kondisi terdakwa, serta memberikan efek jera sekaligus peluang rehabilitasi.
Secara umum, peneliti menilai bahwa pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa proses penjatuhan pidana dilakukan secara adil dan berimbang. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan diambil secara proporsional, memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek substantif dan aspek humanis dalam mencapai keadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana, yang menyeimbangkan antara aspek retributif dan rehabilitatif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa bagaimana hakim menilai keabsahan dan kecukupan alat bukti yang diajukan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan dari terdakwa dalam kasus lakalantas tersebut, yaitu:
Dalam menilai keabsahan dan kecukupan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, saya sebagai hakim melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait, baik berupa surat-surat, keterangan saksi, keterangan ahli, maupun barang bukti lainnya. Saya memastikan bahwa semua alat bukti tersebut diperoleh sesuai prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam menilai kecukupan alat bukti, saya mengedepankan prinsip 'beyond reasonable doubt' atau meyakinkan secara meyakinkan bahwa terdakwa memang melakukan kesalahan yang diancam pidana dalam perkara ini. Saya juga memperhatikan konsistensi dan kredibilitas keterangan saksi serta relevansi dan keandalan hasil pemeriksaan ahli. Dengan demikian, berdasarkan pemeriksaan dan penilaian tersebut, saya menyimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan cukup kuat dan sah secara hukum untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dari terdakwa dalam kasus lakalantas ini.[footnoteRef:13] [13: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pendekatan yang sistematis dan prinsipil dalam menilai keabsahan dan kecukupan alat bukti dalam perkara lakalantas. Hakim menegaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua jenis alat bukti, termasuk surat-surat, saksi, ahli, dan barang bukti. Hal ini mencerminkan komitmen hakim terhadap prinsip ketelitian dan keadilan dalam menilai bukti, serta memastikan bahwa semua bukti diperoleh sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pendekatan ini penting untuk menjaga objektivitas dan mencegah terjadinya kekeliruan dalam penilaian.
Penggunaan prinsip ini menegaskan bahwa hakim berusaha memastikan bahwa bukti yang diajukan cukup meyakinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan dan tanpa keraguan yang berarti. Ini menunjukkan bahwa hakim berpegang pada standar pembuktian tinggi yang diperlukan dalam sistem peradilan pidana, guna mencegah kesalahan penjatuhan hukuman.
Hakim memperhatikan kredibilitas saksi dan relevansi hasil pemeriksaan ahli, yang merupakan aspek penting dalam menilai kekuatan dan keabsahan bukti. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat jumlah bukti, tetapi juga kualitas dan keandalannya, serta konsistensi antar bukti yang ada. Dengan menyatakan bahwa bukti cukup kuat dan sah secara hukum, hakim menegaskan bahwa unsur kesalahan dari terdakwa telah terbukti secara meyakinkan. Hal ini menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan pidana dalam konteks lakalantas.
Peneliti dapat menyoroti bahwa jawaban hakim menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan prosedural, namun juga membuka ruang untuk mempertanyakan bagaimana hakim menilai intensitas dan kualitas bukti secara objektif. Selain itu, peneliti bisa menelusuri apakah penilaian tersebut sudah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta yang relevan secara proporsional dan adil. Secara umum, jawaban hakim memperlihatkan prosedur yang benar dan prinsipil dalam menilai alat bukti, yang merupakan bagian penting dari keabsahan dan keadilan dalam proses peradilan pidana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa apa pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi sebelum menjatuhkan putusan, yaitu:
Dalam menentukan bahwa semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, saya sebagai hakim melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang diajukan. Saya memastikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka atau luka berat kepada orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Saya juga memperhatikan bahwa unsur kesengajaan atau kelalaian dari terdakwa telah terbukti melalui keterangan saksi, hasil pemeriksaan barang bukti, serta keterangan ahli yang mendukung bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak memenuhi ketertiban lalu lintas dan berkonsekuensi pada terjadinya lakalantas.  Selain itu, saya memastikan bahwa tidak ada keraguan yang cukup dalam membuktikan bahwa tindakan terdakwa merupakan penyebab langsung dari terjadinya kecelakaan dan bahwa unsur kesalahan atau kelalaiannya memenuhi unsur subjektif maupun objektif sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, saya meyakini bahwa unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) telah terpenuhi secara hukum dan faktual sebelum menjatuhkan putusan.[footnoteRef:14] [14: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada aspek faktual maupun yuridis dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009. Hakim menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta persidangan dan alat bukti, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan ahli. Ini mencerminkan upaya memastikan bahwa semua unsur yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana tersebut benar-benar ada dan terverifikasi.
Penekanan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan luka atau luka berat, menunjukkan bahwa hakim mengaitkan fakta-fakta ke dalam unsur objektif dari pasal tersebut. Hal ini penting karena unsur utama dalam pasal ini adalah adanya tindakan yang menyebabkan luka-luka. Hakim menyatakan bahwa unsur kesengajaan atau kelalaian telah terbukti melalui berbagai keterangan dan pemeriksaan, yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak memenuhi ketertiban lalu lintas secara sengaja maupun karena kelalaian yang memenuhi unsur subjektif dan objektif. Ini menegaskan bahwa penilaian terhadap unsur kesalahan dilakukan secara menyeluruh dan berimbang.
Penggunaan prinsip 'tidak ada keraguan yang cukup' menegaskan bahwa hakim berpegang pada standar pembuktian tinggi, memastikan bahwa terdakwa benar-benar bertanggung jawab atas tindakannya secara hukum dan faktual. Dengan menyatakan bahwa unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi secara hukum dan faktual, hakim menegaskan bahwa proses pembuktian telah memenuhi syarat formal dan material untuk menjatuhkan putusan pidana.
Peneliti dapat menyoroti bahwa jawaban hakim menunjukkan perhatian yang besar terhadap aspek faktual dan yuridis, namun perlu juga dipastikan bahwa proses pemeriksaan dan penilaian tersebut sudah dilakukan secara adil dan objektif, mengingat pentingnya prinsip praduga tak bersalah. Secara keseluruhan, jawaban hakim mencerminkan proses penilaian yang sesuai prosedur dan berlandaskan pada prinsip keadilan dan hukum, yang sangat penting dalam memastikan keabsahan dan keadilan putusan pidana dalam kasus lakalantas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa dalam proses pembuktian, bagaimana hakim memastikan bahwa tidak terdapat keraguan yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah secara yakin dan meyakinkan, yaitu:
Dalam proses pembuktian, saya sebagai hakim berupaya memastikan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan material sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keabsahan dan keandalan setiap alat bukti, seperti saksi, surat, maupun keterangan ahli, agar tidak terdapat keraguan yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Selain itu, saya memastikan bahwa seluruh bukti yang ada saling mendukung dan konsisten satu sama lain, serta tidak terdapat kontradiksi yang signifikan. Saya juga menilai kredibilitas dan integritas saksi serta keahlian dari keterangan ahli. Proses ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penilaian hukum dan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan memperhatikan seluruh rangkaian pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan, serta memastikan bahwa tidak ada keraguan yang masuk akal terhadap kebenaran fakta-fakta yang terbukti, saya dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah secara yakin dan meyakinkan berdasarkan bukti yang telah dipenuhi dan dipertimbangkan secara hukum.[footnoteRef:15] [15: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pendekatan sistematis dan hati-hati dalam proses pembuktian, yang mencerminkan prinsip keadilan dan ketelitian dalam sistem peradilan pidana. Hakim menegaskan bahwa seluruh alat bukti diperiksa untuk memastikan memenuhi syarat formal (berdasarkan prosedur hukum) dan syarat material (berkaitan dengan isi dan keabsahan bukti). Ini menunjukkan komitmen terhadap prosedur hukum yang berlaku dan menghindari kekeliruan administratif maupun substantif.
Fokus pada keabsahan dan keandalan setiap alat bukti, termasuk saksi, surat, dan ahli, memperlihatkan bahwa hakim berusaha memastikan tidak adanya kekeliruan dalam menilai fakta yang terungkap. Hal ini penting agar putusan didasarkan pada bukti yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan keraguan. Menilai bahwa bukti saling mendukung dan tidak kontradiktif menunjukkan bahwa hakim melakukan analisis mendalam terhadap integritas bukti dan kebenaran fakta. Hal ini juga mendukung standar pembuktian 'beyond reasonable doubt' (tanpa keraguan yang cukup).
Menilai kredibilitas saksi dan keahlian ahli merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa bukti tidak hanya cukup dari segi formal, tetapi juga dari segi kualitas dan kepercayaan terhadap sumbernya. Penggunaan standar 'tidak ada keraguan yang masuk akal' menegaskan bahwa hakim yakin dan meyakinkan dalam menyatakan terdakwa bersalah, setelah melalui proses pemeriksaan dan penilaian yang ketat.
Peneliti dapat menyoroti pentingnya bahwa proses ini harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak, agar tidak terjadi bias dalam menilai bukti.  Selain itu, perlu juga memastikan bahwa semua bukti yang dipertimbangkan benar-benar relevan dan tidak ada bukti yang diabaikan secara tidak sah. Jawaban hakim menunjukkan komitmen terhadap prinsip pemeriksaan yang menyeluruh, objektif, dan berlandaskan hukum, guna memastikan keadilan dalam penetapan bersalah terhadap terdakwa. Pendekatan ini merupakan bagian integral dari proses peradilan yang adil dan jujur.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa apakah ada pertimbangan khusus dari hakim terkait keterangan saksi, hasil pemeriksaan barang bukti, atau keterangan ahli dalam membangun fakta hukum kasus lakalantas ini, yaitu:
Ya, dalam membangun fakta hukum kasus lakalantas ini, saya memiliki pertimbangan khusus terhadap keterangan saksi, hasil pemeriksaan barang bukti, dan keterangan ahli. Pertama, saya menilai bahwa keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan cukup kredibel dan konsisten, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kejadian kecelakaan tersebut. Keterangan saksi tersebut juga didukung oleh bukti lain yang ada di persidangan. Kedua, hasil pemeriksaan barang bukti, seperti kendaraan yang terlibat dan bukti fisik lainnya, menunjukkan adanya kerusakan yang sesuai dengan keterangan saksi dan kejadian yang dilaporkan. Pemeriksaan barang bukti dilakukan secara objektif dan sesuai prosedur sehingga dapat dipercaya sebagai bagian dari fakta hukum. Ketiga, keterangan ahli yang dihadirkan memberikan penjelasan teknis terkait penyebab kecelakaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut. Keterangan ahli ini sangat membantu dalam menjelaskan aspek-aspek teknis yang mungkin sulit dipahami oleh hakim dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada analisis ilmiah yang sah. Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut, saya menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang ada saling mendukung dan membangun fakta hukum yang kuat dalam kasus lakalantas ini.[footnoteRef:16] [16: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pembentukan fakta hukum yang kuat dalam kasus lakalantas. Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi cukup kredibel dan konsisten, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kejadian. Ini menunjukkan bahwa hakim melakukan analisis terhadap integritas dan kepercayaan terhadap sumber keterangan, serta memastikan bahwa keterangan tersebut relevan dan tidak bertentangan satu sama lain. Dukungan dari bukti lain menambah kekuatan keterangan saksi.
Pemeriksaan barang bukti, seperti kendaraan dan bukti fisik lainnya, dilakukan secara objektif dan prosedural, yang menunjukkan bahwa proses penilaian bukti dilakukan dengan standar profesional dan kepercayaan terhadap bukti fisik sebagai bagian dari fakta hukum. Keberadaan kerusakan yang sesuai dengan keterangan saksi mendukung konsistensi dan keabsahan bukti tersebut.
Keterangan ahli memberikan penjelasan teknis yang membantu dalam memahami aspek ilmiah dan teknis terkait kecelakaan. Hakim menegaskan bahwa keterangan ini sah dan membantu dalam analisis fakta, yang penting dalam kasus lakalantas yang melibatkan faktor teknis dan ilmiah. Dengan seluruh pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti saling mendukung dan membangun fakta hukum yang kuat, yang merupakan syarat penting dalam menetapkan fakta dalam persidangan.
Peneliti dapat menyoroti bahwa penilaian ini menunjukkan proses pemeriksaan dan integrasi bukti yang teliti dan objektif, namun juga perlu diingat bahwa penilaian tersebut harus bebas dari bias dan didasarkan pada analisis yang mendalam serta adil. Jawaban hakim mencerminkan proses pembentukan fakta hukum yang menyeluruh dan berimbang, yang didasarkan pada bukti yang kredibel dan analis ilmiah yang sah. Pendekatan ini penting untuk memastikan keadilan dan keabsahan putusan dalam kasus lakalantas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa bagaimana hakim menilai hubungan antara fakta-fakta di persidangan dengan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan, terutama dalam menetapkan adanya unsur kelalaian atau kesalahan dari terdakwa, yaitu:
Dalam menjatuhkan putusan, saya sebagai hakim menilai secara cermat hubungan antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan hukum yang berlaku. Fakta-fakta tersebut, seperti keterangan saksi, hasil pemeriksaan barang bukti, dan keterangan ahli, saya analisis secara objektif dan sistematis untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur kelalaian atau kesalahan dari terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Saya mengkaji apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban atau standar kehati-hatian yang berlaku, dan apakah kelalaian atau kesalahan tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merugikan orang lain. Jika fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak memperhatikan kewajibannya, misalnya dengan tidak berhati-hati, melanggar aturan lalu lintas, atau tidak memperhatikan keselamatan orang lain, maka unsur kelalaian atau kesalahan tersebut dapat dipenuhi. Dengan demikian, hubungan antara fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan hukum tersebut menjadi dasar dalam menetapkan adanya unsur kelalaian atau kesalahan, yang kemudian menjadi salah satu dasar dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.[footnoteRef:17] [17: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim mencerminkan proses penilaian yang mendalam dan sistematis dalam menjatuhkan putusan, menampilkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim menegaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan, ia mengkaji secara cermat hubungan antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara logis dan berlandaskan bukti serta ketentuan hukum, bukan berdasarkan asumsi semata.
Penggunaan kata 'objektif' dan 'sistematis' menandakan bahwa hakim tidak hanya mengandalkan satu jenis bukti, tetapi juga melakukan analisis yang menyeluruh terhadap seluruh bukti yang ada. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta yang sahih dan lengkap. Hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa ia menilai apakah unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur kelalaian atau kesalahan dari terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip pembuktian 'beyond reasonable doubt' dan keharusan memastikan bahwa unsur-unsur pidana terpenuhi secara hukum.
Hakim menilai apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban atau standar kehati-hatian, serta apakah kelalaian tersebut menyebabkan kecelakaan. Ini penting dalam konteks kasus lakalantas, di mana unsur kelalaian sering menjadi faktor utama. Jika fakta menunjukkan bahwa terdakwa tidak memperhatikan kewajibannya, unsur kelalaian atau kesalahan terpenuhi, yang kemudian menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman. Hakim menegaskan bahwa hubungan antara fakta dan hukum merupakan dasar utama dalam penetapan unsur pidana.
Peneliti dapat menyoroti pentingnya proses ini dilakukan secara objektif dan bebas dari bias, serta memperhatikan seluruh aspek hukum dan fakta yang relevan agar putusan benar-benar adil dan sah. Jawaban hakim menunjukkan proses pengambilan keputusan yang berlandaskan analisis fakta dan hukum secara cermat, sistematis, dan objektif. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan pidana didasarkan pada bukti yang lengkap dan memenuhi unsur-unsur hukum, sehingga menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam proses pembuktian kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn yaitu hakim dalam memutus perkara lakalantas tersebut melakukan proses penilaian fakta dan bukti secara cermat, objektif, dan sistematis. Hakim mempertimbangkan secara mendalam hubungan antara keterangan saksi, hasil pemeriksaan barang bukti, dan keterangan ahli untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur kelalaian atau kesalahan dari terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim juga menilai apakah terdakwa telah melanggar kewajiban atau standar kehati-hatian yang berlaku, serta apakah kelalaian tersebut menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain. Dalam proses tersebut, hubungan antara fakta-fakta yang terungkap dan pertimbangan hukum menjadi dasar utama dalam menetapkan unsur-unsur pidana dan akhirnya menjatuhkan putusan pidana. Kesimpulan ini menegaskan bahwa proses pembuktian yang dilakukan hakim dalam kasus lakalantas tersebut memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta menunjukkan pentingnya analisis fakta secara menyeluruh dalam penegakan hukum pidana.
C. Kendala dan Tantangan yang Dihadapi oleh Hakim dan Jaksa dalam Menggunakan BAP Sebagai Alat Bukti Utama dalam Persidangan Kasus Lakalantas Berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn

BAP adalah dokumen resmi yang berisi keterangan dan keterangan resmi dari saksi, terdakwa, maupun pihak terkait lainnya yang diperoleh selama proses penyidikan di kepolisian. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, BAP sering dianggap sebagai salah satu alat bukti utama karena memuat uraian fakta-fakta yang diungkapkan oleh pihak-pihak terkait. Menurut hukum acara pidana, BAP memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materil, serta dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku. BAP dapat digunakan sebagai alat bukti tunggal atau sebagai bagian dari rangkaian alat bukti lainnya dalam persidangan.[footnoteRef:18] [18: Rohman, dkk. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan, Jurnal Jimmi, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 281. ] 

Keunggulan Penggunaan BAP adalah mudah diakses dan dijadikan dasar pemeriksaan fakta di persidangan, membantu mempercepat proses pembuktian, memuat keterangan langsung dari pihak terkait yang berperan penting dalam kasus. BAP harus dibuat secara sah dan sesuai prosedur, termasuk adanya tanda tangan dan pengesahan dari pihak yang diperiksa. Keterangan dalam BAP harus bersifat jujur, tidak dipaksakan, dan tidak mengandung kekeliruan. Jika terdapat keberatan terhadap isi BAP, pihak terkait memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan menolak keterangan tersebut. Penggunaan BAP sebagai alat bukti utama memerlukan perhatian terhadap keaslian dan keabsahannya, serta memastikan bahwa isi BAP sesuai dengan fakta di lapangan. Kendala sering muncul jika BAP disusun tanpa kehadiran saksi, terdakwa, atau tanpa pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahannya.
Hakim dan jaksa harus melakukan analisis kritis terhadap isi BAP, melakukan verifikasi jika diperlukan, dan mempertimbangkan kekuatan bukti tersebut dalam konteks keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Penggunaan BAP sebagai alat bukti utama sangat penting dalam proses peradilan pidana, termasuk kasus lakalantas. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keabsahan, keakuratan, dan kejelasan BAP tersebut. Oleh karena itu, penegakan prosedur yang ketat dan pengawasan yang cermat sangat diperlukan agar BAP dapat berfungsi secara optimal sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan hukum.[footnoteRef:19] [19: Ibid.] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan proses verifikasi keaslian dan keabsahan BAP yang Anda lakukan sebelum menggunakannya sebagai alat bukti utama dalam persidangan kasus lakalantas, yaitu:
Dalam memutuskan untuk menggunakan BAP sebagai alat bukti utama dalam persidangan kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn, saya melakukan beberapa proses verifikasi untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Pertama, saya memastikan bahwa BAP tersebut dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku, yaitu melalui pemeriksaan langsung terhadap saksi, terdakwa, maupun pihak terkait lainnya yang diperiksa di kepolisian. Kedua, saya memeriksa tanda tangan dan identitas pihak yang membuat dan menandatangani BAP tersebut untuk memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan tidak dipalsukan. Ketiga, saya juga melakukan cross-check terhadap isi BAP dengan bukti lain yang ada di persidangan, seperti keterangan saksi lain, hasil pemeriksaan medis, serta bukti fisik di lapangan, guna memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang tercantum. Selanjutnya, saya memperhatikan apakah BAP tersebut dibuat secara transparan dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, serta memastikan bahwa proses pemeriksaan tersebut dilakukan secara sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hanya setelah melalui proses verifikasi tersebut, saya merasa yakin bahwa BAP tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan.[footnoteRef:20] [20: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan yang sangat berhati-hati dan prosedural dalam menggunakan BAP sebagai alat bukti utama dalam kasus lakalantas. Pertama, hakim menegaskan pentingnya memastikan bahwa BAP dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemeriksaan langsung terhadap saksi, terdakwa, dan pihak terkait lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak menerima BAP secara mentah-mentah, melainkan melalui proses verifikasi awal yang mengacu pada prosedur formal.
Kedua, penekanan pada pemeriksaan tanda tangan dan identitas pihak yang membuat dan menandatangani BAP menunjukkan bahwa aspek keaslian dokumen menjadi perhatian utama. Ini sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap pemalsuan dokumen yang dapat merugikan proses peradilan. 
Ketiga, cross-check terhadap isi BAP dengan bukti lain seperti keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, dan bukti fisik menunjukkan bahwa hakim berusaha mengintegrasikan berbagai sumber bukti untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Pendekatan ini memperlihatkan upaya untuk menghindari penggunaan BAP yang tidak valid atau mengandung informasi yang tidak benar. Selain itu, perhatian terhadap aspek transparansi dan bebas dari tekanan atau paksaan memperlihatkan bahwa hakim berusaha menjaga keadilan prosedural dan memastikan bahwa proses pembuatan BAP berlangsung secara sah dan adil. 
Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa hakim sangat memperhatikan aspek legal, prosedural, dan keaslian dalam penggunaan BAP. Pendekatan ini sebagai upaya meningkatkan kepercayaan terhadap alat bukti tersebut serta memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan bukti yang sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dan integritas proses peradilan, yang menjadi kunci utama dalam menegakkan keadilan substantif dan prosedural.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan kendala utama yang Anda temui terkait kualitas dan kejelasan isi BAP saat digunakan sebagai alat bukti utama di persidangan, yaitu:
Salah satu kendala utama yang saya temui terkait kualitas dan kejelasan isi BAP saat digunakan sebagai alat bukti utama adalah adanya ketidakjelasan dalam penulisan atau pencatatan fakta-fakta kejadian. Terkadang, BAP yang disusun oleh penyidik atau petugas berisi bahasa yang kurang lugas, ambigu, atau tidak rinci sehingga menyulitkan saya dalam memahami kronologi kejadian secara utuh dan akurat. Selain itu, saya juga menemui kendala terkait ketidaksesuaian antara isi BAP dengan bukti lain yang ada di lapangan, seperti bukti fisik atau keterangan saksi lain. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai keakuratan dan kejelasan informasi dalam BAP tersebut. Tak jarang pula saya menemukan adanya kekurangan detail penting, misalnya terkait posisi, waktu, atau identitas saksi dan terdakwa yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Kekurangan informasi ini dapat mempengaruhi kepercayaan saya terhadap keabsahan dan kejelasan isi BAP sebagai alat bukti utama. Secara keseluruhan, kendala tersebut mengakibatkan tantangan dalam memastikan bahwa BAP benar-benar merepresentasikan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga saya harus melakukan verifikasi dan cross-check secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk menggunakannya sebagai alat bukti utama.[footnoteRef:21] [21: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 

Analisis peneliti terhadap jawaban hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi dalam penggunaan BAP sebagai alat bukti utama, yang berkaitan dengan kualitas dan kejelasan isi dokumen tersebut. Pertama, hakim menyoroti masalah bahasa dan penulisan dalam BAP yang kurang lugas, ambigu, dan tidak rinci. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam penyusunan BAP dapat mengurangi kejelasan kronologi kejadian dan menyulitkan hakim dalam memahami fakta secara utuh dan akurat. Ketidakjelasan semacam ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan mengurangi kepercayaan terhadap keabsahan serta kejelasan informasi dalam BAP.
Kedua, hakim menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara isi BAP dengan bukti lain di lapangan, seperti bukti fisik dan keterangan saksi lain. Ketidaksesuaian ini menimbulkan keraguan terhadap keakuratan dan keandalan dari isi BAP, yang berpotensi mempengaruhi proses pengambilan keputusan di pengadilan.
Ketiga, kekurangan detail penting seperti posisi, waktu, dan identitas saksi atau terdakwa yang tidak lengkap atau tidak konsisten juga menjadi kendala. Kekurangan informasi ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan hakim terhadap keabsahan dan kejelasan isi BAP sebagai alat bukti utama, serta dapat menimbulkan keraguan terhadap akurasi fakta yang tercantum.
Secara keseluruhan, peneliti mencermati bahwa kendala-kendala tersebut menyebabkan tantangan dalam memastikan bahwa BAP benar-benar merepresentasikan fakta yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, hakim harus melakukan verifikasi dan cross-check yang lebih mendalam sebelum menggunakan BAP sebagai dasar utama keputusan pengadilan. Analisis ini menyoroti pentingnya kualitas penyusunan BAP dan perlunya prosedur yang ketat agar dokumen tersebut dapat dipercaya dan efektif sebagai alat bukti. Hal ini juga menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi petugas penyidik dan penguatan sistem verifikasi untuk mengatasi kendala tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan apakah BAP cukup mewakili fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan apa tantangan yang muncul terkait hal ini, yaitu:
Dalam praktiknya, saya merasa bahwa BAP belum selalu sepenuhnya mampu mewakili fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan secara lengkap dan akurat. Meskipun BAP merupakan salah satu alat bukti utama, terdapat beberapa tantangan yang sering muncul terkait hal ini. Tantangan utama adalah adanya ketidaklengkapan atau ketidakjelasan dalam isi BAP, seperti kurangnya detail mengenai posisi, waktu, dan kondisi kejadian yang sebenarnya terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan saksi atau petugas saat melakukan pemeriksaan, atau bahkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap fakta di lapangan. Selain itu, faktor komunikasi dan pemahaman antara penyidik dan saksi juga dapat mempengaruhi keakuratan isi BAP. Kadang-kadang, saksi tidak mampu menjelaskan secara rinci atau mengalami kesulitan mengingat detail kejadian, sehingga isi BAP menjadi tidak lengkap atau ambigu. Tantangan lainnya adalah terkait kemungkinan adanya tekanan atau paksaan yang dapat mempengaruhi kejujuran saksi saat membuat BAP, sehingga isi yang tercantum tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi. Secara keseluruhan, meskipun BAP sangat penting, saya menyadari bahwa keakuratan dan representasi fakta di lapangan dalam BAP harus selalu didukung oleh bukti-bukti lain serta pemeriksaan yang mendalam agar dapat mencerminkan kenyataan secara objektif.[footnoteRef:22] [22: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Analisis peneliti terhadap jawaban hakim tersebut mengungkapkan bahwa hakim menyadari dan mengakui keterbatasan dalam penggunaan BAP sebagai alat bukti utama dalam praktik peradilan. Pertama, hakim menyoroti bahwa BAP belum selalu mampu merepresentasikan fakta-fakta lapangan secara lengkap dan akurat. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa terdapat tantangan dalam memastikan bahwa dokumen tersebut mencerminkan seluruh aspek kejadian secara utuh.
Kedua, faktor ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dalam isi BAP seperti kurangnya informasi mengenai posisi, waktu, dan kondisi kejadian diidentifikasi sebagai hambatan utama. Penyebabnya bervariasi, mulai dari keterbatasan pengetahuan saksi, kemampuan petugas, maupun interpretasi yang berbeda terhadap fakta di lapangan. Ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan pencatatan fakta tidak selalu optimal, berpotensi menimbulkan kekurangan informasi penting yang dapat mempengaruhi keabsahan dan akurasi BAP.
Ketiga, faktor komunikasi dan pemahaman yang kurang antara penyidik dan saksi turut mempengaruhi kualitas isi BAP. Saksi yang kesulitan mengingat atau menjelaskan detail kejadian dapat menghasilkan dokumen yang ambigu dan tidak lengkap, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap isi BAP sebagai alat bukti yang menyajikan fakta objektif.
Selanjutnya, hakim juga menyebutkan adanya kemungkinan tekanan atau paksaan yang dapat mempengaruhi kejujuran saksi saat membuat BAP. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa isi BAP bisa terdistorsi dan tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan, sehingga perlu adanya verifikasi dan bukti pendukung lain untuk memastikan keakuratan.
Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa hakim menyadari pentingnya dukungan dari bukti lain dan pemeriksaan mendalam untuk mengatasi keterbatasan yang ada dalam BAP. Pendekatan ini menegaskan perlunya proses pemeriksaan yang komprehensif dan perlindungan terhadap potensi tekanan agar dokumen tersebut bisa lebih mencerminkan fakta secara objektif dan akurat. Hal ini juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi petugas dalam proses pemeriksaan dan pencatatan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bagaimana menanggapi keraguan dari pihak terdakwa atau penasehat hukumnya terkait keaslian atau validitas BAP selama proses persidangan, yaitu:
Sebagai hakim, saya menanggapi keraguan dari pihak terdakwa atau penasehat hukumnya terkait keaslian atau validitas BAP dengan pendekatan yang objektif dan berlandaskan prosedur hukum yang berlaku. Pertama, saya akan meminta pihak terkait untuk mengajukan bukti atau argumentasi yang mendukung keraguan tersebut, misalnya, bukti bahwa BAP tersebut diduga telah mengalami manipulasi, atau terdapat ketidaksesuaian dengan fakta lain di lapangan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap BAP yang bersangkutan, termasuk memeriksa keaslian dokumen, proses pembuatan, serta keabsahan tanda tangan dan identitas petugas yang membuatnya. Jika terdapat keraguan yang cukup kuat terhadap keaslian atau validitas BAP, saya tidak akan langsung menggunakannya sebagai alat bukti utama tanpa verifikasi atau konfirmasi tambahan. Selain itu, saya juga akan mempertimbangkan bukti-bukti lain yang ada di persidangan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tetap adil dan berdasarkan fakta yang benar. Jika keraguan tersebut tidak dapat diatasi secara meyakinkan, maka saya akan berhati-hati dalam menggunakan BAP sebagai dasar pertimbangan hukum dan mencari bukti pendukung lainnya. Intinya, sebagai hakim, saya harus menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa setiap alat bukti yang dipakai telah memenuhi syarat keaslian dan keabsahan agar tidak merugikan pihak manapun serta menjaga keadilan bagi semua pihak.[footnoteRef:23] [23: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Analisis peneliti terhadap jawaban hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan pentingnya prinsip objektivitas dan prosedur hukum dalam menanggapi keraguan terkait keaslian atau validitas BAP. Pertama, hakim menegaskan bahwa dalam menghadapi keraguan dari pihak terdakwa atau penasehat hukumnya, ia akan meminta bukti atau argumentasi pendukung yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau manipulasi terhadap BAP. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap keraguan didasarkan pada bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak sembarangan menolak atau menerima BAP tanpa verifikasi yang memadai.
Kedua, hakim menyatakan akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap BAP, termasuk verifikasi keaslian dokumen, proses pembuatan, tanda tangan, dan identitas petugas. Ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan prosedur formal dan keabsahan dokumen sebagai kunci utama dalam memastikan keotentikan BAP. Langkah ini juga menegaskan pentingnya proses administrasi dan integritas dokumen sebagai bagian dari proses peradilan yang adil.
Ketiga, jika keraguan terhadap keaslian BAP tidak dapat diatasi secara meyakinkan, hakim tidak akan langsung menggunakannya sebagai alat bukti utama tanpa verifikasi dan bukti pendukung lain. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keadilan, agar tidak mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diragukan keabsahannya, sehingga menjaga keadilan dan integritas proses peradilan.
Selain itu, hakim juga menekankan bahwa bukti-bukti lain harus dipertimbangkan untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hakim berupaya menjaga keseimbangan antara keberpihakan terhadap prosedur hukum dan keadilan substantif.
Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa hakim sangat memperhatikan aspek keaslian dan keabsahan BAP sebagai alat bukti, serta memiliki mekanisme prosedural yang ketat dalam menanggapi keraguan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa setiap alat bukti yang digunakan benar-benar memenuhi syarat hukum dan keadilan, sehingga hasil pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan adil bagi semua pihak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan sejauh mana regulasi dan prosedur hukum saat ini mendukung atau justru membatasi penggunaan BAP sebagai alat bukti utama, dan apa saran Anda untuk meningkatkan kepercayaan terhadap BAP dalam persidangan, yaitu:
Regulasi dan prosedur hukum saat ini, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, memberikan dasar yang kuat untuk penggunaan BAP sebagai alat bukti utama dalam persidangan. BAP diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dan memiliki kedudukan penting, terutama jika dibuat secara prosedural sesuai ketentuan dan dihadiri oleh saksi atau petugas yang berwenang. Namun demikian, regulasi tersebut juga membatasi penggunaan BAP apabila terdapat keraguan terhadap keaslian, keabsahan, atau kejujurannya. Dalam praktiknya, BAP tidak boleh berdiri sendiri tanpa dikonfirmasi atau didukung oleh bukti lain yang memperkuat kebenaran isi BAP tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa alat bukti yang digunakan benar-benar mencerminkan fakta yang sebenarnya. Saran saya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap BAP dalam persidangan adalah perlunya peningkatan kualitas dan profesionalisme petugas yang membuat BAP, termasuk pelatihan tentang prosedur pembuatan BAP yang sesuai dan pengembangan sistem pengawasan yang ketat terhadap proses tersebut. Selain itu, perlunya adanya mekanisme verifikasi yang transparan dan adil terhadap isi BAP, seperti memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk melakukan pemeriksaan silang atau pengujian terhadap isi BAP tersebut. Selain itu, penting juga untuk memperkuat penggunaan alat bukti pendukung lainnya, seperti alat bukti dokumenter, saksi, atau bukti ilmiah, sehingga BAP tidak menjadi satu-satunya dasar keputusan pengadilan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan dan keabsahan alat bukti, termasuk BAP, dapat terus ditingkatkan.[footnoteRef:24] [24: Hasil Wawancara dengan Bapak Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2026, pukul 14.00 Wib. ] 


Analisis peneliti terhadap jawaban hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim menegaskan kedudukan dan peran penting BAP dalam sistem peradilan pidana berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait. Pertama, hakim menyoroti bahwa BAP diakui sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kedudukan utama, asalkan dibuat sesuai prosedur hukum dan dihadiri oleh saksi atau petugas yang berwenang. Ini mencerminkan pengakuan terhadap kekuatan hukum BAP apabila memenuhi syarat formil dan substansial, serta mengikuti prosedur yang ketat.
Kedua, hakim menunjukkan bahwa regulasi membatasi penggunaan BAP apabila terdapat keraguan terhadap keaslian, keabsahan, atau kejujurannya. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pengendalian dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan atau kekeliruan dalam penggunaan BAP sebagai alat bukti utama. BAP tidak boleh berdiri sendiri tanpa didukung bukti lain yang memperkuat kepercayaannya, guna menghindari kesalahan dalam putusan pengadilan.
Selanjutnya, hakim menyarankan peningkatan kualitas dan profesionalisme petugas yang membuat BAP melalui pelatihan prosedur pembuatan BAP yang benar dan pengembangan sistem pengawasan yang ketat. Ini mencerminkan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dan sistematis dalam memastikan keandalan proses pencatatan fakta.
Selain itu, pentingnya mekanisme verifikasi yang transparan dan adil juga ditekankan, termasuk memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk melakukan pemeriksaan silang atau pengujian terhadap isi BAP. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keadilan dalam proses pemeriksaan serta memperkuat kepercayaan terhadap keabsahan BAP.
Terakhir, hakim menegaskan perlunya penguatan penggunaan bukti pendukung lain seperti alat bukti dokumenter, saksi, atau bukti ilmiah, sehingga BAP tidak menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko kesalahan berperspektif dan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada rangkaian bukti yang lengkap dan terpercaya.
Secara umum, analisis ini menunjukkan bahwa hakim memahami pentingnya kerangka regulasi yang mendukung penggunaan BAP secara hukum, sekaligus menyadari perlunya mekanisme perlindungan dan peningkatan kualitas untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan dan keabsahan alat bukti. Pendekatan ini menegaskan prinsip kehati-hatian dan integritas dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan keadilan substantif yang berlandaskan hukum.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh hakim dan jaksa dalam menggunakan BAP sebagai alat bukti utama dalam persidangan kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn, yaitu pertama, terdapat kendala terkait keaslian dan keabsahan BAP, di mana jaksa dan hakim menghadapi keraguan terhadap proses pembuatan dan keotentikan dokumen tersebut, terutama jika terdapat indikasi manipulasi atau ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan. Hal ini memperlihatkan tantangan dalam memastikan bahwa BAP benar-benar mencerminkan kejadian sebenarnya. Kedua, masih terdapat kekurangan dalam kualitas dan profesionalisme petugas yang membuat BAP, termasuk kurangnya pelatihan prosedur yang sesuai dan pengawasan yang memadai. Akibatnya, terdapat risiko kesalahan administrasi, tanda tangan palsu, atau proses pencatatan yang tidak memenuhi standar hukum yang berlaku. Ketiga, sistem verifikasi dan pemeriksaan terhadap isi BAP belum sepenuhnya transparan dan adil, sehingga seringkali jaksa dan hakim mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan silang atau pengujian terhadap isi BAP, yang dapat berpengaruh pada akurasi dan kepercayaan terhadap alat bukti tersebut. Keempat, penggunaan BAP sebagai alat bukti utama seringkali menghadapi tantangan dari aspek ketidakcukupan bukti pendukung lain, sehingga apabila terdapat keraguan terhadap BAP, proses pembuktian menjadi kurang lengkap dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kelima, faktor eksternal seperti tekanan dari pihak tertentu dan kurangnya pengawasan sistematis turut memperburuk kendala dalam memastikan keaslian dan keabsahan BAP sebagai alat bukti. Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi adalah perlunya peningkatan prosedur, sistem pengawasan, dan profesionalisme petugas dalam pembuatan BAP, serta penguatan mekanisme verifikasi dan penggunaan bukti pendukung lain. Upaya ini penting untuk meningkatkan kepercayaan hakim dan jaksa terhadap BAP sebagai alat bukti utama, serta memastikan proses peradilan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam kasus lakalantas.
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Jalan dan Arah Kendaraan
- Arah dari Gabion ke Simpang Buaya.
- Mobil Tractor Head BK 8373 CS bergerak dari arah Gabion menuju
Simpang Buaya dengan kecepatan 10-15 km/jam.
- Sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT berada di samping depan sebelah
kiri mobil, juga hendak berbelok ke kanan ke arah Simpang Kampung Salam.

|Posisi Kendaraan Saat Kejadian
- Mobil Tractor Head sedang hendak berbelok ke kanan.
- Sepeda motor berada di samping depan sebelah kiri mobil, tidak
terlihat oleh pengemudi karena spion kiri tidalk diperhatilan.

Kejadian Tabrakan
- Bagian kiri mobil menabrak bagian samping kanan sepeda motor.
- Sepeda motor terjatub dan korban terjepit di roda kiri mobil.
- Tangan kiri korban putus, luka lecet, luka robek di bibir dan dagu.

Setelah Kejadian
- Korban dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan
dan meninggal saat tiba (DOA).
- Mobil truk mengalami lecet di bemper depan sebelah kiri.
- Perdamaian dan santunan telah diberikan, tetapi tidak terlaksana.
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Keterangan Saksi Betty Tambunan

Status: Istri korban

Keiadian: Hari Kamis, 12 Juni 2025
Mendapat kabar kecelakaan suami di Rumah Sakit PHC Belawan

Di Rumah Sakit
B Diberitahu suami belum sadar dan meninggal dunia

Kendaraan Suami: Sepeda motor Honda Beat
Bap Kerusakan bagian kanan rusak, kaca spion hilang

Tanggal 16 Juni 2025
Pengurus datang ke rumah, belum ada perdamaian
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Keterangan Saksi Effendi

Status: Pemilik kendaraan

Kendaraan: Mobil Barang Tractor
Bap Dibawa Oleh: Terdakwa (supir di perusahaan Saksi Effendi)

Hubungan dengan Terdakwa: Terdakwa adalah supir di perusahaan
[ Saksi Effendi

Kejadian Kecelakaan:
L> Terjadi antara sepeda motor dan mobil barang Tractor milik
Saksi Effendi
L> Tidak mengetahui pasti bagaimana kejadiannya
L Mengetahui bahwa korban meninggal di lokasi kecelakaan
dan langsung dibawa ke Rumah Sakit

Upaya Damai:
L> Mengutus perwakilan ke rumah korban
L> Belum ada perdamaian

Pernyataan: Keterangan diterima dan tidak keberatan oleh
Terdakwa
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